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KPPU BERIKAN RELAKSASI PENEGAKAN HUKUM UNTUK MENDUKUNG 
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 

 
 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) keluarkan aturan mengenai 
relaksasi penegakan hukum dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional 
dan pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 2020, sekaligus mendukung pelaksanaan 
tugas Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam aturan 
yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan 
ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tersebut, KPPU memberikan 
beberapa relaksasi atas penegakan hukum yang dilakukan. Berbagai relaksasi tersebut 
dijelaskan melalui Peraturan KPPU No.  3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan 
Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan 
Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (Perkom 3/2020), yang ditandatangani Ketua KPPU pada 9 November 2020.  
 

Terdapat beberapa bentuk relaksasi yang diberikan KPPU, yakni; 
1. relaksasi penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/atau 

jasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah; dan 

2. relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau 
mengunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan COVID-19 dan/atau 
meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.  

 
Kedua relaksasi tersebut diberikan apabila pelaku usaha memenuhi berbagai 

kriteria yang ditentukan KPPU. Relaksasi penegakan hukum atas pengadaan barang 
dan/atau jasa diberikan untuk pengadaan yang ditujukan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan medis dan/atau penyediaan fasilitas penunjang penanganan COVID-19 
(seperti pengadaan obat, vaksin, pembangunan rumah sakit darurat, penunjukan 
hotel/gedung untuk isolasi mandiri, atau pengadaan kebutuhan medis/fasilitas 
penunjang penanganan COVID-19 lainnya); dan dalam rangka penyaluran bantuan 
sosial dan jaringan sosial Pemerintah kepada masyarakat. 
 

Relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau 
mengunakan posisi dominan diberikan KPPU setelah pelaku usaha mengajukan 
permintaan tertulis kepada KPPU. Atas permintaan tersebut, KPPU akan melakukan 
analisis atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan posisi dominan dan 
memberikan keputusan atas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permintaan 
tersebut diterima KPPU. Keputusan KPPU atas permintaan tersebut dapat berupa 
diperbolehkannya pelaksanaan perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan posisi 
dominan; atau diperbolehkan tetapi dengan syarat tertentu; atau bahkan menolak 



permintaan tertulis tersebut. Namun jika KPPU belum memberikan keputusan dalam 
jangka waktu di atas, maka permintaan pelaku usaha dianggap disetujui KPPU. 
 

Selain itu, KPPU juga memberikan relaksasi atas 2 (dua) jangka waktu kewajiban 
pelaku usaha, yakni terkait kewajiban penyampaian notifikasi merger dan akuisisi, dan 
kewajiban penyampaian tanggapan atas Peringatan Tertulis dalam pelaksanaan 
kemitraan.  

 
Perkom 3/2020 menjelaskan bahwa atas transaksi penggabungan, peleburan, 

atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan, relaksasi diberikan berupa 
penambahan waktu perhitungan kewajiban notifikasi menjadi 60 (enam puluh) hari 
setelah transaksi efektif secara yuridis. Sebelum relaksasi, tenggat waktu penyampaian 
kewajiban notifikasi adalah 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan atas pengawasan 
pelaksanaan kemitraan sebagaimana UU No. 80 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah, relaksasi diberikan dalam bentuk penambahan waktu 
pelaksanaan masing-masing Peringatan Tertulis menjadi 30 (tiga puluh) hari. Tanpa 
relaksasi tanggapan pelaku usaha atas masing-masing Peringatan Tertulis dari KPPU 
adalah 14 (empat belas) hari. 
 

Aturan tersebut berlaku sejak 9 November 2020. Jika terdapat penanganan 
bentuk kegiatan atau dugaan pelanggaran yang masih berjalan oleh KPPU namun 
memenuhi ketentuan relaksasi tersebut dan belum masuk Sidang Majelis Komisi, maka 
berlaku ketentuan yang menguntungkan bagi pelaku usaha.  
 

Berbagai relaksasi tersebut diberikan sampai dengan peraturan tersebut dicabut 
atau tidak dibutuhkan lagi. Melalui berbagai ketentuan relaksasi tersebut, KPPU 
berharap dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam masa pemulihan 
ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan kaidah 
persaingan usaha yang ada.  
 
 

### 
 
Informasi bagi Jurnalis: 
1. Peraturan tersebut dapat diunduh dari laman berikut: https://kppu.go.id/peraturan-

komisi/  
2. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Guntur Syahputra Saragih, 

Anggota KPPU dan Juru Bicara Komisi; 
3. Siaran Pers ini disampaikan pada 11 November 2020 oleh Biro Hubungan 

Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 
Untuk pertanyaan teknis lanjutan dapat dilakukan melalui surat elektronik di 
infokom@kppu.go.id. Terima kasih. 
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